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PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Sub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sumbawa  Besar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis hakim  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endah Maharani Binti H. Arseh Endang, tempat dan tanggal lahir Sumbawa

Besar, 17 September 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Brang Biji, Rt. 003 Rw.

005,  Kelurahan  Brang  Biji,  Kecamatan  Sumbawa,  Kabupaten

Sumbawa sebagai  Penggugat;

melawan

Imam Arya Nugraha Bin Munajad, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar,

24 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan

Strata  I,  tempat  kediaman  di  Brang  Biji,  Rt.  003  Rw.  005,

Kelurahan  Brang  Biji,  Kecamatan  Sumbawa,  Kabupaten

Sumbawa sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Penggugat dan  Tergugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  Gugatannya  tanggal  19 April  2021

telah mengajukan Gugatan  Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar  dengan  Nomor  339/Pdt.G/2021/PA.Sub,

tanggal 20 April 2021,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  21  Juni  2014  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

sebagaimana  tercatat  di  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh
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Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa, Nomor : 233/63/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-

kosan yang terletak di  Perum Nas, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,

selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat

pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Mavilla Harmoni, Blok

A No. 40, Desa Labu Api, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat,

selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan.setelah itu Penggugat  dan Tergugat

terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di BTN.

Bukit  Permai  Blok  CC  56,  Kelurahan  Seketeng,  Kecamatan  Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 bulan.

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  pernah

hidup  rukun  layaknya  suami  istri, antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a) Ghibran Aditya Nugraha, umur 6 tahun 7 bulan.

4. Bahwa  sekitar  awal  bulan  Agustus  2014,  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit

untuk dirukunkan lagi  yang disebabkan antara lain karena : 

a. Masalah  ekonomi,  dimana  Tergugat  tidak  dapat  memberiukan

nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja

sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dari  hasil  usaha

Penggugat.

b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-

kata cerai kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

Akhir  bulan  Desember  tahun  2020  yang  akibat  dari  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut,  kini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah

tempat  tinggal  dan  yang  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  ialah

Tergugat selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan
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perkawinan  untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

warohmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing-

masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Sumbawa  Besar,  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat atas Penggugat.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus 

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan  yang telah ditetapkan  Penggugat Tergugat

telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan  Tergugat dan  Penggugat menerima dan menyatakan mencabut

gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang  tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa  upaya  damai  telah  dilakukan  oleh Majelis Hakim
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 sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan

perubahan   kedua   dengan  Undang-Undang   Nomor   50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 April 2021, Penggugat

menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan  Penggugat

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan

yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat   bahwa  perdamaian

dalam rangka penyelesaian masalah sangat  dianjurkan dalam syari’at  Islam

dan  harus  dipermudah  jalan  untuk  merealisasikan  perdamaian  tersebut,

dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai  permohonan  pencabutan  gugatan

yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat  Firman  Allah  SWT  dalam  Surat  Annisa  ayat  114   dan

sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

يفعل                   ومن الناس بين اصلح او معروف او قة بصد أمر من إل نجواهم من كثير لخيرفي

ن          فسوف الله مرضاة ابتغاء عظيما  ٶذالك اجرا تيه

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali

pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah,

atau  berbuat  kebaikan  atau  mengadakan  perdamaian  diantara

manusia.  Barang siapa berbuat  demikian karena mencari  keridloan

Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  gugatan Penggugat dikabulkan  maka

untuk  tertibnya  administrasi,  Majelis  Hakim memerintahkan  kepada  Panitera

Pengadilan  Agama  Sumbawa  Besar  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor  7 Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta

hukum Islam yang berkaitan dalam perkara  ini; 

M E N E T A P K A N   

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

339/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;

3.  Memerintahkan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp.270.000.0,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April  2021 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  15  Ramadhan  1442  Hijriah,  oleh  kami  Khairil,

S.Ag.,M.H.  sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Arsyad,S.H.I. masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di

didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu  oleh   Amiruddin,  S.H.  sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  Penggugat dan  Tergugat; 

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,
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Arsyad,S.H.I.
Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp.  30.000,00 
   2.  Proses  Rp.  50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp.170.000,00 
  4.  Redaksi  Rp.  10.000,00 
  5.  Meterai  Rp.   10.000,00 

    Jumlah Rp.270.000.0,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )
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